BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35
TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN KODE REKENING DAN KLASIFIKASI

Menimbang :

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan
pengclolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi

perangkat daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007, terdapat perubahan Susunan Kode Rekening dan Klasifikasi
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga
dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun
2006 tentang Susunan Kode Rekening Dan Klasifikasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah' (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 — 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

70, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan &7
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 88);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan ;
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah |
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

28, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159).

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35 TAHUN 2006
TENTANG SUSUNAN KODE REKENING DAN KLASIFIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO \

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2006
Tentang Susunan Kode Rekening dan Klasifikasi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Susunan Kode
Rekening dan Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 15), diubah
sebagai berikut:

Lampiran uraian mengenai Kode Rekening dan Klasifikasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi
SKPD, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. Lampiran V Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini;

c¢. Lampiran VI Kode Rekening Belanja, diubah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Sap’cembu 2008

BUPA|IT $UKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 15 September 2008
PBAM NG RIYANTO

SE ARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

faen o

Ten. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
TAHUN 2008 NOMOR 144
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